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BUPATI BINTAN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 

NOMOR ... TAHUN 2024 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BINTAN, 

Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat  (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan 
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah 

Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 
tanggal 15 bulan Agustus tahun 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025. 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 
 

 
 

 
 
 

 
2. Undang … 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 6954); 

 
 11. Peraturan … 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 4605); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4614); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 6623); 
 19. Peraturan … 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 6847); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 6323); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 6330); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas  

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 6917); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 
 28. Peraturan … 
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 6881); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
30. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020  tentang  Perubahan    
Atas  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020   
Nomor 1777); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
 

 
 37. Peraturan … 
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37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk 
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan 

Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, 
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 910); 
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020            
Nomor 1781); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 
tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 936); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 
tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi 

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 630); 
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor……Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor….); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52); 

 
 

 

 
Dengan … 
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Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BINTAN 

Dan 
 

BUPATI BINTAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025. 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.  

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan. 
4. Bupati adalah Bupati Bintan.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan.  

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan.  
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.  
10. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

11. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek 

dan sub rincian objek. 
12. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain 

pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian 
objek. 

13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

14. Retribusi daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa 

atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan. 

 
15. Belanja … 
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15. Belanja operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

16. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 
17. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat 

termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya 
serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 
tahun-tahun sebelumnya. 

18. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada 
pemerintah desa. 

19. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal 
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan 

usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk 
menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang 

kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi 
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan. 
 

Pasal 2 

(1) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan terdiri 
atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

(2) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 
Anggaran 2025 berjumlah Rp.1.174.837.834.343,- (Satu Trilyun Seratus 
Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta 

Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga 
Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 
pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.149.547.783.114,- 
b. Belanja Daerah  Rp. 1.174.837.834.343,- 

Defisit/Surplus  (Rp. 25.290.051.229,-)     
Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan  Rp. 25.290.051.229,- 

2. Pengeluaran  Rp.  - 

Pembiayaan Netto  Rp. 25.290.051.229,- 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,- 
 

Pasal 3 
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.149.547.783.114,- (Satu 
Trilyun Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh 

Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Belas Rupiah), 
yang bersumber dari: 

a. Pendapatan asli daerah; 
b. Pendapatan transfer; dan 
c.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 
Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 325.170.516.319,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima 
Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus 

Sembilan Belas Rupiah), yang  terdiri atas: 
 
 

 

a. Pajak … 
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a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan  

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 271.015.989.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Lima 
Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). 

(3)  Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 10.682.412.000,-(Sepuluh Milyar Enam Ratus 
Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar                             
Rp. 10.477.231.219,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh 

Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah). 
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.994.884.100,- (Tiga Puluh 

Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus 
Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah). 

 
Pasal 5 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 821.206.009.295,- (Delapan Ratus Dua Puluh 
Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan 
Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan  
b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.220.562.000,-(Tujuh Ratus Lima 
Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua 

Ribu Rupiah). 
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.985.447.295,- (Tujuh Puluh Milyar 

Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh 
Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). 

 
Pasal 6 

 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah), yang terdiri 
atas: 

a. Pendapatan hibah; 
b. Dana darurat; 
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 3.171.257.500,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta 

Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). 
 

 
 
 

 
 

Pasal … 
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Pasal 7 
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar         
Rp. 1.174.837.834.343,- (Satu Trilyun Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar 

Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu 
Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja operasional; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan  

d. Belanja transfer. 
 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 955.132.771.055,- (Sembilan Ratus 

Lima Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus 
Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 

d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 539.523.253.409,- (Lima Ratus Tiga Puluh 
Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh 
Tiga Ribu Empa Ratus Sembilan Rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 360.410.793.623,- (Tiga Ratus Enam Puluh 

Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu 
Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 1.471.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus 

Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah). 
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 45.617.724.023,-(Empat Puluh Lima Milyar 
Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua 
Puluh Tiga Rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 8.110.000.000,- (Delapan Milyar Seratus 

Sepuluh Juta Rupiah). 
 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 91.476.629.952,- (Sembilan Puluh Satu Milyar 
Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan 

Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah. 

b. Belanja modal peralatan dan mesin. 
c. Belanja modal gedung dan bangunan. 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan  
f. Belanja modal aset tidak berwujud. 

 
 

(2). Belanja … 
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(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 1.079.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Puluh 
Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.631.240.451,- (Dua Puluh Milyar 

Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Empat 
Ratus Lima Puluh Satu Rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.437.031.554,- (Dua Puluh Enam 
Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Lima 
Ratus Lima Puluh Empat Rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.797.243.832,- (Empat Puluh 

Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh 
Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.531.364.115,- (Dua Milyar Lima Ratus 
Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima 

Belas Rupiah). 
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 

 
Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 9.712.191.936,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua 
Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam 

Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. 
 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 118.516.241.400,- (Seratus Delapan Belas 
Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu 

Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil; dan 

b. Belanja bantuan keuangan. 
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 28.169.840.100,- (Dua Puluh Delapan Milyar 

Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu 
Seratus Rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 90.346.401.300,- (Sembilan Puluh Milyar Tiga 
Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Satu Ribu Tiga Ratus 

Rupiah). 
 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar  
Rp. 25.290.051.229,- (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh 

Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang 
terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; dan  

b. Pengeluaran pembiayaan. 
 

 
 
 

 
 
 

Pasal … 
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Pasal 13 
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.290.051.229,- (Dua Puluh Lima 

Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus 
Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
c. Pencairan dana cadangan; 
d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

e. Penerimaan pinjaman daerah; 
f. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 
g. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar        
Rp. 25.290.051.229,- (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh 
Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 
 

Pasal 14 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pembentukan dana cadangan; 

b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d. Pemberian pinjaman daerah; dan 
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). 
 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar                     

Rp. (25.290.051.229,-) (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan 
Puluh Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan 
Rupiah). 

 
 (2) Pembiayaan … 
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(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar                       
Rp. 25.290.051.229,- (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh 

Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). 
 

Pasal 16 
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah 

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan 
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024, dengan tata cara 

sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan 
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 
luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 
masyarakat. 

 

Pasal 17 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
Kabupaten Bintan ini terdiri dari: 

a. Lampiran  I  Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok 
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II   Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran  III  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil 
dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

e. Lampiran V   Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI   Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
g. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

APBD; 
h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

 
 (3) Keperluan … 



14 
 

 

i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 
Prioritas Daerah; 

j. Lampiran X    Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

k. Lampiran XI    Daftar Piutang Daerah; 
l. Lampiran XII   Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 

Lainnya; 
m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; 

n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); 
o. Lampiran XV    Daftar Dana Cadangan; dan 

p. Lampiran XVI  Daftar Pinjaman Daerah. 
 

Pasal 18 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten 

Bintan. 
 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan 

pada tanggal,     
 

BUPATI BINTAN 
 
 

 
 

ROBY KURNIAWAN 

Diundangkan di Bandar Seri Bentan 
pada tanggal,     

 
SEKRETARIS DAERAH 

 

 
 

 
RONNY KARTIKA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR  

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI 

KEPULAUAN RIAU NOMOR :  
 
 
 
 



15 
 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 

NOMOR 5 TAHUN 2024 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

I. UMUM 
 
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah dengan suatu konsep prinsip 

dasar yaitu pendelegasian kewenangan (delegation of autority), pembagian 
pendapatan (income sharing), kekuasaan (dicreation), keanekaragaman 
dalam kesatuan (uniformity in unitry), kemandirian lokal, pengembangan 

kapasitas daerah (capacity building). 
Dengan didasarkan pada prinsip tersebut, bahwa tujuan utama 

pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah untuk mendorong 
terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah 
serta mendorong efisiensi alokatif penggunaan dana pemerintah melalui 

desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan daerah. Untuk mencapai 
tujuan ini, salah satunya faktor penting adalah dengan melakukan 
pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan suatu sistem 

yang terintegrasi yang diwujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

Penyusunan APBD dan penetapannya dengan peraturan daerah 
merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan tentang keuangan negara beserta peratu`ran-peraturan 

turunannya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang 
menjadi landasan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam 
penyusunan APBD yang diterbitkan antara lain Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 tentang Peneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, penyusunan 
APBD dalam kontek pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara 

efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan 
berpegang pada tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan 
partisipatif. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal  1 
Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas 
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 
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Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah 
daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
Yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah 

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
Yang dimaksud dengan Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih 

antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 
Yang dimaksud dengan Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang 
antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 

Yang dimaksud dengan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan 
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. 
Yang dimaksud dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan, yaitu selisih antara 
surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. 
 

Pasal 2  
Cukup jelas.  

Pasal 3  
Cukup jelas.  

Pasal 4  

Cukup jelas.  
Pasal 5 

Cukup jelas.  

Pasal 6  
Cukup jelas. 

Pasal 7   
Cukup jelas.  

Pasal 8 

Cukup jelas 
Pasal 9  

Ayat(1) yang dimaksud Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran 

anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta 

pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah 
tahun-tahun sebelumnya. 

 

Ayat (2) yang dimaksud dengan  
a. KrIteria keadaan darurat dan keperluan mendesak 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah berkenaan.  

b. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum 

tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap 

darurat bencana, dan/atau kejadian luar biasa.  
c. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, 

konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.  

d. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang 

belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup 
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu 

dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
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Pasal 10   
Cukup jelas.  

Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
 

Pasal  13 

Cukup Jelas 
 

Pasal  14 

Cukup Jelas 
 

Pasal  15 
Cukup Jelas 
 

Pasal  16 
Ayat(1) yang dimaksud Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran 

anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian 
atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya. 
 
Ayat (2) yang dimaksud dengan  

a. KrIteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah berkenaan.  
b. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia 

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja 

dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecuali untuk 
kebutuhan tanggap darurat bencana, dan/atau kejadian luar 
biasa.  

c. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, 
dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan.  
d. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum 

tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, 

diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pasal  17 

Cukup Jelas 
 

Pasal  18 
Cukup Jelas 
 

Pasal  19 

Cukup Jelas 
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